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HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS
JAMINAN KESEHATAN

Ati Yuniati®

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial huruf a “bahwa sistem jaminan sosial
nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan
kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat”.
Konsekuensi dari konsep Negara Kesejahteraan, adalah bahwa negara
harus bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya,
sehingga tak ada satu sisi kehidupanpun dari kehidupan warganya yang
tidak dicampurtangani oleh pemerintah. Salah satu bentuk campur
tangan Pemerintah dalam kehidupan masyarakatnya yaitu di bidang
kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
merumuskan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Disebutkan bahwa penyelenggara upaya kesehatan diatur oleh
pemerintah, sehingga perlu adanya jaminan terhadap kesehatan
masyarakat, hal itu dilaksanakan pemerintah dengan melaksanakan
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN), pemerintah didalam
melaksanakan jaminan kesehatan membentuk aturan yang berbentuk
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan, kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan
Presiden Republik Indonesia nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan. Keberadaan Perpres 12/2013 dan Perpres 111/2013 ini
mempertimbangkan keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia

2 Ati Yuniati adalah dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Lampung.
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Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Untuk memenuhi Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Pelayanan
kesehatan bagi semua warga Negara tersebut, maka pemerintah
menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam bentuk
asuransi sosial sejak Bulan Januari Tahun 2014 dan ditargetkan pada
tahun 2019, seluruh warga Negara telah terpenuhi dan terlindungi hak
mereka atas kesehatan dan pelayanan kesehatan, atau disebut dengan
JKN Semesta (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE). Untuk mencapai
target JKN Semesta tersebut, maka pemerintah menerbitkan suatu
kebijakan yang mewajibkan semua warga Negara terdaftar sebagai
peserta JKN.

Warga Negara yang mampu, harus membayar secara mandiri
iurannya sementara Warga Negara yang tergolong sebagai Fakir Miskin
dan orang Tidak Mampu akan didaftarkan oleh pemeintah dan menjadi
Penerima Bantuan Iuran (selanjutnya disingkat PBI). Hingga saat ini,
masih banyak kelompok masyarakat yang tergolong Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu yang belum terdaftar sebagai peserta JKN PBI.
Terdapat beberapa faktor penyebab masyarakat miskin dan tidak
mampu ini, tidak terdaftar sebagai peserta JKN-PBI. Pertama, karena
mereka tidak tahu bahwa mereka berhak sebagai peserta JKN-PBI,
sehingga mereka tidak memperjuangkan hak mereka. Kedua, mereka
tahu bahwa mereka berhak menjadi peserta JKN-PBI, akan tetapi
mereka tidak tahu, kemana harus mendaftarkan dirinya.

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (doctrinal
approach) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Sebagai pelengkap
digunakan juga pendekatan sosio-legal yaitu mengkaji hukum sebagai
fenomena sosial yang terkait.

C. Pembahasan

Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (Welfare state,
negara kesejahteraan) yang memiliki asas-asas hukum diantaranya
adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Berdasarkan asas ini,
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segenap aparat pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan-
kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum dan
dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. (C.S.T. Kansil,
2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Jilid I, Balai
Pustaka, Jakarta, hilm. 22). Hak untuk hidup sehat merupakan salah satu
hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah, karena kesehatan
merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia untuk
melakukan aktifitas dan karyanya.

Kesehatan juga merupakan bagian dari kebutuhan menuju hidup
sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam
pelayanan kesehatan (the right to health care). Untuk menjamin
terpenuhinya hak setiap warga Negara tersebut, UUD 1945 juga
menentukan bahwa Negara berkewajiban untuk mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Kesehatan merupakan faktor utama bagi setiap manusia untuk
menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia, kesehatan sangat besar
manfaatnya bagi setiap orang, kegiatan yang meliputi faktor situasional
dapat tercapai dengan baik apabila didalam prosesnya kesehatan dapat
terus terjaga. Faktor situasional adalah mencakup faktor lingkungan
dimana manusia berada atau bertempat tinggal, baik lingkungan fisik,
sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya”. (Soekidjo Notoatmodjo,
2010, Ilmu perilaku kesehatan,PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 17.) Apabila
didalam proses kegiatan faktor situasional seseorang tidak mampu
menjaga kesehatannya, maka yang terjadi tujuan dalam proses kegiatan
tersebut akan tertunda bahkan akan mengalami kegagalan ( Titon
Slamet Kurnia, 2007, Hak atas derajat kesehatan optimal sebagai HAM di
Indonesia, PT. Alumni, Bandung. Hlm. 2.)

Dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan JKN secara
kostitusional dijamin didalam UUD NRI 1945, Konvensi ILO nomor
102/1952 juga menyatakan tentang penyelenggaraan jaminan sosial
yang didalamnya termasuk kepentingan kesehatan ditambah
dikeluarkannya International Convenant on Economic, Social, and
Cultural Rights dan International Convenant on Civil and Political Rights
atas persetujuan Majelis Umum PBB. (Ahmad Nizar Shihab, 2012,
Hadirnya negara di tengah rakyatnya pasca lahirnya undang - undang
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nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2, ISSN 0216-1338, Jakarta. Him. 181)

Penyelenggaraan JKN merupakan bagian dari pelaksanaan
Jaminan Sosial bagi masyarakat sehingga pemerintah untuk
melaksanakan amanah UUD 1945 membentuk payung hukum berupa
UU 40/2004 dan UU 24/2011 (Rudy Hendra Pakpahan, Eka N. A. M.
Sihombing, hal. 169)

BPJS Kesehatan membangun jaringan fasilitas kesehatan dengan
cara bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan milik pemerintah atau
swasta untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN
dan keluarganya. Jaringan fasilitas kesehatan ini terbagi atas tiga
kelompok utama, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas
kesehatan tingkat lanjutan, dan fasilitas kesehatan pendukung. Fasilitas
kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan non
spesialistik, ~sedangkan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan
menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialistik dan subspesialistik.
Fasilitas kesehatan pendukung melayani pelayanan obat, optik, dan
dukungan medis lainnya. Pemerintah berperan dalam penentuan
kebijakan (regulator), pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan
program JKN.

Dalam rangka mewujudkan hak hidup sehat bagi masyarakat
tersebut dibutuhkan sumber dana kesehatan atau pembiayaan
kesehatan. Undang-Undang Kesehatan mengatur tentang Pembiayaan
Kesehatan pada ketentuan Pasal 170 yang berbunyi:

(1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan
kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang
mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara
berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya
pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat setinggi-tingginya.

(2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan.

(3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.
Berdasarkan ketentuan tentnag pembiayaan kesehatan, dapat
ditafsirkan bahwa tidak mungkin pemerintah menanggung atau
melaksanakan sendiri pembiayaan kesehatan yang merupakan
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salah satu unsur pokok untuk terwujudnya derajad kesehatan yang
setinggitingginya bagi masyarakat.

Oleh karena itulah maka perlu diselenggarakan jaminan
pembiayaan kesehatan yang sekaligus sebagai pelaksanaan salah satu
jaminan sosial nasional. Secara khusus tanggung jawab Pemerintah
dalam pelaksanaan jaminan kesehatan diatur pada Pasal 20 Undang-
Undang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:

() Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan
kesehatan masyarakat melalui sistim jaminan sosial nasional bagi
upaya kesehatan perorangan.

(2) Pelaksanaan sistim jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan.

Pemerintah berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk
memperoleh derajad kesehatan yang setinggi-tingginya, yakni
terpenuhi hak hidup sehat jasmani dan rohani, dan terpunuhi
kebutuhan dasarnya, karena hak atas pelayanan kesehatan adalah hak
yang bersumber dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang pada hakikatnya melekat dan karena keberadaan
manusia sebagai makluk Tuhan YME, merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintahan
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.

Dari ketentuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang
Kesehatan tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah
berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh derajad
kesehatan yang optimal, dengan cara menyelenggarakan pelayanan
kesehatan. Di samping itu pula dalam pelaksanaan tugas dan
kewenangannya, maka pemerintah bertanggungjawab  dalam
penyelenggaraan  jaminan  sosial  nasional, itu  sebabnya
diselenggarakanlah Program Jaminan Kesehatan Nasional, hal itu
ditujukan untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.

D. Kesimpulan

Setiap orang berhak atas hidup sehat dan berhak mendapatkan
pelayanan  kesehatan yang sebaik-baiknya dan Pemerintah
bertanggungjawab untuk untuk mewujudkannya hingga tercapainya
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Salah satu instrumen atau
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sarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah pembiayaan
kesehatan. Melalui program jaminan kesehatan maka pembiayaan
kesehatan dilembagakan, Pemerintah tidak mungkin menanggung
beban, tugas dan tanggung jawab sendiri dalam rangka terwujudnya
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya tersebut, oleh karena itu
Pemerintah mengatur partisipasi dari warga negaranya.
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